SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 66/PMK.04/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,

Menimbang

Mengingat

DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian,
pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha
barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang
cukai dan memberikan kepastian hukum, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata
Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4917);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018
tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
854);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
66/PMK.04/2018 TENTANG .TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 854) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, angka 18,
angka 19, dan angka 20 diubah, di antara angka 4 dan
angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan.

(4
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Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang
selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk
menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir barang
kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran di bidang cukai.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib
pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan.

Nomor Identitas Lokasi Kegiatan Usaha yang
selanjutnya disingkat NILKU adalah nomor identitas
yang diberikan untuk lokasi kegiatan wusaha
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan,
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk
mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk
penjualan eceran.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan,
dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian
dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan
barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih
terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan,
dijual, atau diekspor.

Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang
selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah
tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan
yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau
untuk menimbun barang kena cukai asal impor
yang sudah dilunasi cukainya.

Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan,
halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan
untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya
untuk disalurkan atau dijual yang semata-mata
ditujukan bukan kepada konsumen akhir. _
Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk
menjual secara eceran barang kena cukai kepada
konsumen akhir.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan,
tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk.

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
Pengusaha Pabrik adalah Orang yang
mengusahakan Pabrik.
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13. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang
mengusahakan Tempat Penyimpanan.

14. Importir adalah Orang yang memasukkan barang
kena cukai ke dalam daerah pabean.

15. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau
menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi
cukainya yang semata-mata ditujukan bukan
kepada konsumen akhir.

16. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang
yang mengusahakan Tempat Penjualan Eceran.

17. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang
menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang
kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, yang telah memiliki NPPBKC.

18. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam
jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan
menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) yang:

a. berkedudukan di Indonesia; atau

b. secara sah mewakili orang pribadi atau badan
hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.

(2) Untuk dapat diberikan NPPBKC, Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memiliki izin usaha dari instansi terkait;

b. mengajukan permohonan untuk memperoleh
NPPBKC;

c. menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang
Kena Cukai;

d. menyerahkan surat pernyataan bermeterai cukup
yang menyatakan Orang yang mengajukan
permohonan:

1. tidak keberatan untuk dibekukan atau
dicabut NPPBKC yang telah diberikan
dalam hal nama Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran yang
bersangkutan memiliki kesamaan nama,
baik tulisan maupun pengucapannya
dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan,

(R
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Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan
Eceran lain yang telah mendapatkan
NPPBKC sebelumnya/terdahulu; dan

2. bertanggung jawab penuh terhadap seluruh
kegiatan yang dilakukan di Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir,
Tempat Usaha Penyalur atau Tempat
Penjualan Eceran dan/atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran; dan _

e. menyampaikan pemaparan proses  bisnis
perusahaannya.

(83) lzin wusaha dari instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:

a. Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perindustrian atau
penanaman modal, dalam hal Orang mengajukan
permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
atau

b. Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan, penanaman
modal, atau pariwisata, dalam hal Orang
mengajukan permohonan NPPBKC sebagai
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b:

a. diajukan kepada Menteri u.p. Kepala Kantor Bea
dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan,
atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai
Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran;

b. diajukan menggunakan dokumen cukai sesuai
dengan contoh format tercantum dalam Lampiran
huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. paling sedikit harus dilampiri dengan:

1. berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15;

2. salinan atau fotokopi surat atau izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3);

3. daftar mesin yang digunakan untuk
membuat dan/atau mengemas barang kena
cukai dalam hal Orang mengajukan
permohonan untuk memperoleh NPPBKC
sebagai Pengusaha Pabrik; ‘) ——P\
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4. daftar penyalur yang langsung membeli
barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik,
dalam hal Orang mengajukan permohonan
untuk  memperoleh  NPPBKC  sebagai
Pengusaha Pabrik hasil tembakau; dan

5. surat kesiapan untuk menyampaikan
pemaparan proses bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.

(2) Orang yang mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan
permohonan untuk lebih dari 1 (satu):

a. kegiatan; dan/atau
b. tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai

Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha

Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat

Penjualan Eceran.

(3) Dalam hal Orang mengajukan permohonan untuk
memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur dan daerah
pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
b, berbeda dengan Ilokasi tempat usaha yang
dimintakan izin, Orang yang mengajukan permohonan
harus melampirkan izin lokasi tempat usaha yang
diterbitkan oleh instansi terkait.

(4) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Orang yang mengajukan permohonan untuk
memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18A
Penyampaian pemaparan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan oleh pemilik atau
penanggung jawab perusahaan kepada:
a. Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
b. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha
yang digunakan sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran.

Pasal 18B
Penyampaian pemaparan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf e sampai dengan penerbitan
persetujuan atau penolakan NPPBKC, untuk Orang yang
menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik hasil
tembakau di tempat pemusatan kegiatan industri barang
kena cukai, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  yang mengatur
mengenai tempat pemusatan kegiatan industri barang

kena cukai. ‘ ‘{
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Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan
penilaian terhadap permohonan untuk memperoleh
NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) dan pemaparan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18A.

(2) Penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi
terkait kesesuaian:

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;

b. pemenuhan persyaratan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
dan/atau Pasal 10; dan

c. proses bisnis perusahaan. '

(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
memberikan keputusan menyetujui atau menolak
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
setelah pemaparan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18A selesai dilakukan.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: :

Pasal 21

(1) Nomor yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
atau identitas Pengusaha Barang Kena Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf a berupa NPWP Pengusaha Barang Kena
Cukai.

(2) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengusaha Barang Kena Cukai juga
diberikan NILKU. ‘

(3) NILKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

a. kode Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi
lokasi, bangunan, atau tempat usaha
Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. kode jenis usaha Pengusaha Barang Kena
Cukai; dan

c. kode jenis barang kena cukai.

Ketentuan ayat (1) dan ayaf (2) Pasal 24 diubah sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
yang akan memperpanjang NPPBKC, harus
mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC
sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum
masa berlaku NPPBKC berakhir dan paling lambat
sampai dengan sebelum masa berlaku NPPBKC
berakhir. _

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Menteri u.p. Kepala Kantor Bea dan
Cukai yang mengawasi Tempat Usaha Penyalur atau
Tempat Penjualan Eceran.

(4) Selain mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyalur atau Pengusaha
Tempat Penjualan Eceran harus menyerahkan salinan
atau fotokopi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3).

(5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran yang mengajukan permohonan perpanjangan
NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang
cukai dalam hal masa berlaku NPPBKC berakhir dan
belum terbitnya keputusan perpanjangan NPPBKC
setelah  diajukan  permohonan  perpanjangan
NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai berdasarkan
manajemen risiko, dapat meminta kepada Pengusaha
Barang Kena Cukai, untuk menyediakan sarana dan
prasarana, berupa:

a. ruangan, tempat, dan/atau fasilitas kerja bagi
Pejabat Bea dan Cukai;

b. closed circuit television (cctv) yang dapat diakses
secara online dan realtime oleh Pejabat Bea dan
Cukai; dan/atau

c. alat ukur yang digunakan untuk mengetahui
jumlah bahan dan/atau barang,

dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dan

pengawasan.

(2) Pengusaha Barang Kena Cukai wajib menyediakan
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). Y —-—R
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10. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 49 diubah sehingga
Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat membekukan

NPPBKC yang telah diberikan kepada Pengusaha

Barang Kena Cukai dalam hal:

a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa
Pengusaha Barang Kena Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai;

b. adanya bukti yang cukup yang mengakibatkan
persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai berada dalam
pengawasan kurator sehubungan dengan

utangnya;
d. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyediakan sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

e. Pengusaha Pabrik etil alkohol memproduksi
secara terpadu barang lain yang bukan
merupakan barang kena cukai atau Pengusaha
Pabrik selain etil alkohol menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tanpa
persetujuan;

f. Pengusaha Barang Kena Cukai menjalankan
kegiatan di tempat selain yang telah disebutkan
dalam keputusan pemberian NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tanpa
persetujuan; dan/atau

g. Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan
data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan
data yang sebenarnya.

(2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterangan
dan/atau data yang paling sedikit didapat dari 2
(dua) unsur:

a. laporan kejadian;

b. Dberita acara wawancara;

c. laporan hasil penyelidikan;

d. keterangan saksi atau ahli; atau

e. barang bukti.

(3) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa:

a. Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh
Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang cukai, atau

b. bukti temuan berupa persyaratan administrasi
yang tidak dipenuhi lagi.

(4) Persyaratan  perizinan tidak lagi dipenuhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran sudah tidak memenuhi

IR
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 11;

b. izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) sudah tidak berlaku;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak memiliki
keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);

d. apabila Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
mengajukan permohonan perubahan NPPBKC 1
(bulan) setelah melakukan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);

e. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyampaikan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup
Pengusaha Barang Kena Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, NPPBKC
dibekukan:

a. sampai dengan adanya putusan hakim yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran pidana di bidang cukai; atau ,

b. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
pembekuan apabila tidak ditemukan adanya
pelanggaran pidana di bidang cukai.

(2) Dalam hal adanya bukti yang cukup yang
mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf b, NPPBKC dibekukan sampai dengan:
a. dipenuhi kembali persyaratan perizinan paling

lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pembekuan
apabila Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
memenuhi persyaratan perizinan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai
dicabut.

(3) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai berada
dalam pengawasan kurator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf ¢, NPPBKC dibekukan
sampai dengan adanya putusan hakim yang
memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan
dengan kepailitan. ,

(4) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, NPPBKC
dibekukan sampai dengan:

a. disediakannya sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling
lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
pembekuan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai

dicabut.
e
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(5) Dalam hal Pengusaha Pabrik etil alkohol
memproduksi secara terpadu barang lain yang
bukan merupakan barang kena cukai atau
Pengusaha Pabrik selain etil alkohol menghasilkan
barang lainnya yang bukan barang kena cukai tanpa
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf e, NPPBKC dibekukan sampai dengan:
a. Pengusaha Pabrik etil alkohol mendapatkan

persetujuan memproduksi secara terpadu
barang lain yang bukan merupakan barang
kena cukai atau Pengusaha Pabrik selain etil
alkohol mendapatkan persetujuan
memproduksi barang lainnya yang bukan
barang kena cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai
dicabut.

(6) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai
menjalankan kegiatan di tempat selain yang telah
disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC
tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf f, NPPBKC dibekukan sampai
dengan:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat
selain yang telah disebutkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai
dicabut. ‘

(7) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai
menyampaikan data yang tidak benar atau tidak
sesuai dengan data yang sebenarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, NPPBKC
dibekukan sampai dengan:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan
perbaikan data yang benar atau yang sesuai
dengan data yang sebenarnya paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak pembekuan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai
dicabut.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54
(1) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal adanya
bukti permulaan yang cukup Pengusaha Barang

Kena Cukai melakukan pelanggaran pidana di

bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Bea dan Cukai

memberlakukan kembali NPPBKC setelah:

a. adanya putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran
pidana di bidang cukai, yang menyatakan yang
bersangkutan tidak bersalah; atau ‘

jdih.kemenkeu.go.id
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b. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak
cukup bukti permulaan untuk dilakukan
penyidikan.

(2) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal adanya
bukti yang cukup yang mengakibatkan persyaratan
perizinan tidak lagi dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Bea
dan Cukai memberlakukan kembali NPPBKC apabila
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
pembekuan NPPBKC:

a. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, atau Pasal 10;

b. izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) sudah berlaku;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai telah memiliki
keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau

d. Pengusaha Barang Kena Cukai telah
mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
setelah melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

(3) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai berada dalam pengawasan
kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) huruf c¢, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberlakukan kembali NPPBKC setelah adanya
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, yang menyatakan yang bersangkutan
tidak pailit.

(4) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai tidak menyediakan sarana dan
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberlakukan kembali NPPBKC apabila paling
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
pembekuan NPPBKC, Pengusaha Barang Kena Cukai
telah menyediakan sarana dan  prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(5) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Pabrik etil alkohol memproduksi secara terpadu
barang lain yang bukan merupakan barang kena
cukai atau Pengusaha Pabrik selain etil alkohol
menghasilkan barang lainnya yang bukan barang
kena cukai tanpa persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, Kepala
Kantor Bea dan Cukai memberlakukan kembali
NPPBKC setelah:

a. Pengusaha Pabrik etil alkohol mendapatkan
persetujuan memproduksi secara terpadu
barang lain bukan merupakan barang kena

cukai; atau
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b. Pengusaha Pabrik selain etil alkohol telah
mendapatkan persetujuan menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(6) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai menjalankan kegiatan di tempat
selain yang disebutkan dalam keputusan pemberian
NPPBKC tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, Kepala Kantor Bea
dan Cukai memberlakukan kembali NPPBKC setelah
Pengusaha Barang Kena Cukai mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat selain
yang disebutkan dalam keputusan pemberian
NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(7) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai menyampaikan data yang tidak
benar atau tidak sesuai dengan data yang.
sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf g, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberlakukan kembali NPPBKC dalam hal
Pengusaha Barang Kena Cukai telah menyampaikan
perbaikan data yang benar atau yang sesuai dengan
data yang sebenarnya paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak pembekuan NPPBKC.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58

Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mencabut NPPBKC

yang telah diberikan kepada Pengusaha Barang Kena

Cukai dalam hal:

a. atas permohonan Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan pailit;

c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) Undang-Undang tidak lagi dipenuhi; ,

d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) Undang-Undang tidak dipenubhi;

e. Pengusaha Barang Kena Cukai dipidana
berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan
Undang-Undang;

f.  Pengusaha Barang Kena Cukai melanggar ketentuan
Pasal 30 Undang-Undang;

g. NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau
dikerjasamakan dengan orang lain atau pihak lain
tanpa persetujuan Menteri;

h. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menjalankan
kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun;

i. setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak NPPBKC
dibekukan dalam hal adanya bukti yang cukup yang
mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf b, Pengusaha Barang Kena Cukai
tidak memenuhi persyaratan perizinan berupa: ‘
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1. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat.
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, atau
Pasal 10;

2. izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3);

3. keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau

4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2).

j- setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak NPPBKC
dibekukan dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai
tidak menyediakan sarana dan  prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf d, Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31; 4

k. NPPBKC dibekukan dalam hal memproduksi secara
terpadu barang lain yang bukan merupakan barang.
kena cukai atau menghasilkan barang lainnya yang
bukan barang kena cukai tanpa persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf e, Pengusaha Pabrik etil alkohol tetap
memproduksi secara terpadu barang lain yang
bukan barang kena cukai atau Pengusaha Pabrik
selain etil alkohol tetap menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41;

1.  NPPBKC dibekukan dalam hal menjalankan kegiatan
di tempat selain yang disebutkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC tanpa persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f,
Pengusaha Barang Kena Cukai tetap menjalankan
kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam
keputusan pemberian NPPBKC  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45; atau

m. setelah 30 (tiga puluh) hari sejak NPPBKC
dibekukan dalam hal menyampaikan data yang
tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang
sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf g, Pengusaha Barang Kena Cukai
tidak menyampaikan perbaikan data yang benar
atau yang sesuai dengan data yang sebenarnya.

14. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 68
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan
pelayanan dan pengawasan kepada Pengusaha
Barang Kena Cukai dengan menerapkan manajemen
risiko.

-
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Kepala Kantor Bea dan Cukai menerapkan
manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan profil risiko Pengusaha Barang Kena
Cukai. .
Kepala Kantor Bea dan Cukai membuat dan
menyusun profil risiko Pengusaha Barang Kena
Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan database Pengusaha Barang Kena
Cukai.

Berdasarkan profil risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai
menetapkan atau mengategorikan profil risiko
Pengusaha Barang Kena Cukai secara berjenjang.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69

Kepala Kantor Bea dan Cukai menaikkan risiko
Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai:

a.

b.

C.

tidak memasang tanda nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29; :
tidak memasang piagam NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30;

tidak menyediakan sarana dan  prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

tidak melaksanakan kewajiban melakukan
perubahan NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal
32 ayat (1);

tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan
pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
tidak menyampaikan pemberitahuan jenis barang
yang merupakan produk sampingan (by product) dari
pembuatan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40;

tidak melaksanakan kewajiban mendapatkan
persetujuan memproduksi secara terpadu barang
lain yang bukan merupakan barang kena cukai atau
menghasilkan barang lainnya yang bukan barang
kena cukai di Pabrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1);

tidak melaksanakan kewajiban mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat selain
yang telah disebutkan dalam keputusan NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
menyampaikan data yang tidak benar atau tidak
sesuai dengan data yang sebenarnya;

adanya bukti permulaan yang cukup bahwa
Pengusaha Barang Kena Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai; dan/atau
Pengusaha Barang Kena Cukai berada dalam
pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

Pk
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16. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 70

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemenuhan persyaratan dan ketentuan .
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang
mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai
lingkup wilayah kerja masing-masing.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai; dan

b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

17. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 70A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A
Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan
monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan dan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
ini terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang
mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC
berdasarkan manajemen risiko.

18. Pasal 71 dihapus.

- 19. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Petunjuk teknis mengenai:

a. tata cara pemberlakuan izin Tempat Penimbunan
Berikat sebagai NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3;

b. pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18A;

c. penomoran NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21;

d. perpanjangan NPPBKC Penyalur dan Pengusaha.
Tempat Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24;

e. perlakuan terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai
yang tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai
selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59; dan

f. tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 70A,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
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20. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai diubah sehingga menjadi
sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap:
a. permohonan:
1. NPPBKC baru;
2. perubahan NPPBKC; dan
3. perpanjangan NPPBKC,
yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan belum mendapat keputusan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan

Menteri ini;
b. NPPBKC yang telah diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854), Kepala
Kantor Bea dan Cukai menerbitkan keputusan
pemberian NPPBKC baru sesuai dengan Peraturan
Menteri ini tanpa permohonan dari Pengusaha
Barang Kena Cukai, paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, kecuali
terhadap Pengusaha Pabrik hasil tembakau berupa
rokok elektrik; dan
c. Pengusaha Pabrik hasil tembakau berupa rokok
elektrik yang telah mendapatkan NPPBKC sebagai
Pengusaha Pabrik hasil pengolahan tembakau
lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan-
Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854}, harus:
1. memenuhi ketentuan terkait luas lokasi,
bangunan, atau tempat usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c; dan
2. mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
dilampiri dengan izin usaha dari instansi
terkait,
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri
ini berlaku.
2.  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1
Agustus 2023.

e
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 66/PMK.04/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

A. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH .......... (1)..........
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
.......... 2)..........
JALAN .......... 3)..........

.......... (4)cceiieee vevieeeen(D)eennnnnne.
ATAS NAMA .......... (6)..........
NOMOR: .......... (7)..........

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.......... (2).......... Nomor ..........(8)......... Tanggal ..........(9).........., kami:
1. Nama D eveeneees (10)..........

Pangkat/golongan D eveeeens (11)..........

Jabatan D (12)..........
2. Nama D (10)..........

Pangkat/golongan D eenieens (11)..........

Jabatan D (12)..........
3. dst.
Pada hari .......... (13).ceenennn. tanggal .......... (14)........... bulan .......... (15).ceenenee. tahun
.......... (16)..........., telah melakukan pemeriksaan lokasi yang akan digunakan sebagai
.......... (4)..cccovvees veeveeni(B)eeneeno.... atas nmama ..........(6)........... yang beralamat di
.......... (17)........... atas permohonan ..........(18)........... nomor ..........(19)...........
tanggal .......... (20)........... :
Pada pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut:
1. luas tanah atau area lokasi .......... (21).......... meter persegi.
2. luas bangunan .......... (22).......... meter persegi.
3. batas-batas lokasi:

Utara D eeeeenns (23)..........

Selatan D eereenn (23)..........

Timur D eerireenns (23)..........

Barat D ereeens (23)..........
4. koordinat/geolokasi : .......... (24)..........

5. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian yang dimintakan izin.

6. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal.

7. Bangunan berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

Kesimpulan:

Lokasi bangunan yang akan digunakan sebagai .......... 4)........ b rereneenes (25)..........
persyaratan yang ditetapkan. Bersama berita acara pemeriksaaan lokasi ini, terlampir
gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan gambar denah
dalam lokasi .......... [ P, B).e....... atas nama .......... (5] P

Mengetahui, Pemeriksa I, Y \%\
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Pemohon

dst.
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “Tipe Madya Pabean C
Manado”.

Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea
dan Cukai.

Diisi dengan jenis lokasi kegiatan usaha, misalnya Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran. ‘
Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya PT Cukai.
Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nomor surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai
yang melakukan pemeriksaan Lokasi.

Diisi dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan hari dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,-
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Diisi dengan nama orang yang mengajukan permohonan.

Diisi dengan nomor surat permohonan pemeriksaan lokasi.
Diisi dengan tanggal surat permohonan pemeriksaan lokasi.
Diisi dengan luas tanah lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan luas bangunan lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan batas-batas lokasi.

Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama
untuk memasuki lokasi, misalnya titik koordinat PT Cukai
adalah (-6.2063198,106.8762640);

Diisi dengan “memenuhi” atau “tidak memenuhi”.

Diisi dengan nama kota tempat pembuatan berita acara
pemeriksaan lokasi

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tempat pembuatan
berita acara pemeriksaan lokasi.

[
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CONTOH FORMAT PERMOHONAN NPPBKC

Nomor D s (1)eiiiiniannnes

Lampiran : ............... (2)eriennannnns

Perihal : Permohonan Mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai .......... (3)..c...n.nen
.......... 4)..........

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia

u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai .......... (5) I

di.......... (6)..........

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama D errereeieeenens (4 T ;
pekerjaan/jabatan : ................ (£ PO ;
alamat D errereeenees (1) OIS ;
nomor telepon D ererereeens (10)cecninennnnen. ;
alamat posel (e-mail) : ............... (I1)eeereennnnnen. ;

Bertindak atas nama:

nama pemilik L e, (52 P ;
alamat pemilik L ieerreriee. (13)eeeeennannnnnn. ;
NPWP pemilik L eiereiaes (14)..ccenvennn.n. ;
nomor telepon D e (15)..ceeneninnnes ;
alamat posel (e-mail) : ............... (16)ceeeninannannes
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai
.......... (3).......... Barang Kena Cukai Berupa ..........(4).......... dengan

rincian sebagai berikut:
1. Perusahaan:

a. nama D e [0 i/ ;
b. alamat L reererieneen. (18).ccennennnnn. ;
c. NPWP D rererrenenn. (19) e, ;
d. nomor telepon D reereeereneen (210) FSTUO ;
e. alamat posel (e-mail) : ............... (279

2. Lokasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Usaha Importir/Tempat Usaha
Penyalur/Tempat Penjualan Eceran®):

a. Lokasi 1:

1) kegunaan Do (0257 S ;
2) alamat L e (23)eeeneinnnnnen. ;
3) kelurahan/desa D e, (24)....... RT/RW...... (259)....... ;
4) kecamatan L e (215) ;
5) kabupaten/kota D e, (27)ceeiiininnnns ;
6) provinsi D rreeiinens 28).ccvvennnnnnn. ;
7)  koordinat/geolokasi : ............... (29).eeiiiiiiininns
b. Lokasi 2:
1) kegunaan L e, 247 D, ;
2) alamat L erereenaees [275] ;
3) kelurahan/desa D eveereernernes (24).......... RT/RW......(25)....... :
4) Kkecamatan L rrrreeeea (26).ccccuiinennnn. ;
5) kabupaten/kota L e 0274 U ;
6) provinsi D v (28)..cenvnn...... ;
7) koordinat/geolokasi : ............... (1245 ) I
c. dst
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Izin usaha dari instansi terkait:

a. jenis izin R (30).eeineaniinnns ;
b. nomor R (B1)eeienieennnns ;
c. tanggal D reeerreeeennen (32).ceenininnnnns

Luas lokasi, luas bangunan, dan batas-batas lokasi yang akan dijadikan
tempat usaha sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan lokasi
nomor .......... (33).......... tanggal .......... (34)...........

Lampiran-lampiran:

a. berita acara pemeriksaan lokasi;

b. salinan/fotokopi izin usaha dari instansi terkait;

c. daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas
barang kena cukai telah dimiliki (khusus untuk pabrik);

d. daftar penyalur tingkat pertama (khusus untuk pabrik hasil tembakau);
dan

e. lampiran lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di ............... (35).ceviiennnnnn. ;
pada tanggal ............... (36)..cceninnnnnn.. ;

Pemohon,

Materai

*) Pilih yang diperlukan

I~
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat yang dibuat oleh pemohon.

Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan,
misalnya satu berkas.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Diisi dengan nama kantor tempat pengajuan permohonan
NPPBKC, misalnya “Manado”.

Diisi dengan nama kota Kantor Bea dan Cukai tempat
pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya “Manado”.

Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC. '
Diisi dengan nomor telepon orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik orang
yang mengajukan permohonan NPPBKC.

Diisi dengan nama lengkap pemilik perusahaan yang
bersangkutan.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik perusahaan yang
bersangkutan.

Diisi dengan NPWP pemilik perusahaan yang bersangkutan.
Diisi dengan nomor telepon pemilik perusahaan yang
bersangkutan.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik pemilik
perusahaan yang bersangkutan.

Diisi dengan nama perusahaan yang dimintakan izin berupa
NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang dimintakan izin
berupa NPPBKC.

Diisi dengan NPWP perusahaan yang dimintakan izin berupa
NPPBKC. ‘
Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang dimintakan izin
berupa NPPBKC.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik
perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan kegunaan lokasi bangunan, ruangan, tempat,
pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya, misalnya
“‘membuat barang kena cukai”, “mengemas barang kena
cukai”’, “menyimpan bahan baku atau bahan penolong”,
“menimbun barang kena cukai yang selesai dibuat”, dan/atau
“‘menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi
cukainya”.

Diisi dengan nama jalan dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kelurahan/desa dari lokasi/tempat usaha.
Diisi dengan angka yang menunjukkan RT dan RW dari

lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kecamatan dari lokasi/tempat usaha.
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Nomor (27) : Diisi dengan nama kabupaten/kota dari lokasi/tempat usaha.
Nomor (28) : Diisi dengan nama provinsi dari lokasi/tempat usaha.
Nomor (29) : Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama

untuk memasuki lokasi/tempat wusaha, misalnya titik
koordinat adalah “(-6.2063198,106.8762640)". '
Nomor (30) : Diisi dengan nama dokumen:

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal
Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha
Pabrik; atau

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata,
dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (31) : Diisi dengan nomor izin usaha dari instansi terkait dari
dokumen yang diisikan pada Nomor (30);

Nomor (32) : Diisi dengan tanggal izin usaha dari instansi terkait dari
dokumen yang diisikan pada Nomor (30);

Nomor (33) : Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Nomor (34) : Diisi dengan tanggal berita acara pemeriksaan lokasi.

Nomor (35) : Diisi dengan nama kota permohonan NPPBKC dibuat.

Nomor (36) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan NPPBKC
dibuat. ‘

[ ¥
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B.1. DAFTAR MESIN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT DAN/ATAU
MENGEMAS BARANG KENA CUKAI TELAH DIMILIKI
(KHUSUS UNTUK PABRIK)

Nomor Tahun Status Kapasitas
No. Jenis | Merek Tipe Mesin Pembu | Penguasa T P Keterangan
esi atan on erpasang
L@ | @ | o). | .®. (7) ..... 8 | oo, @ | o, (10).....
2 @ @ | ). | 6. (7) ..... & | o, e | o (10).....
3. | @ | @ | ) |6 (7’ ..... S | o Qs | . (10).....
ast. | .3 | @.. | ..®)... | ..0)... (7) ..... I @ | (10).....
Dibuatdi ............... (11)eeeennnnnnn.. ;
pada tanggal ............... (052 [ ;
Pemohon,
Materai
............... (13)eeeieninnnnn..

[-§
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh
pemohon.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis mesin yang telah dimiliki, misalnya mesin
pencampur, mesin pelinting, mesin pengemas.

Nomor (4) : Diisi dengan merek mesin yang telah dimiliki.

Nomor (5) : Diisi dengan tipe mesin yang telah dimiliki.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor mesin yang telah dimiliki.

Nomor (7) : Diisi dengan tahun pembuatan mesin yang telah dimiliki.

Nomor (8) : Diisi dengan status penguasaan mesin yang telah dimiliki,
misalnya milik sendiri, sewa, dsb.

Nomor (9) : Diisi dengan kapasitas terpasang mesin yang telah dimiliki.

Nomor (10) : Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC
dibuat.

Nomor (12) : © Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran permohonan
NPPBKC dibuat.

Nomor (13) : Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan lampiran
permohonan NPPBKC.

{2
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DARI PENGUSAHA PABRIK
(KHUSUS UNTUK PABRIK HASIL TEMBAKAU)

Nama NPWP
No. Penyalur Penyalur Alamat Keterangan
1. | ... 3)eeees | e (4 P R, B)eeeees |l (6).....
2. 1 ... 057 P I (4 R B)eeeeees | s (6).....
3. | ... 3)eeees | s (4 1R B, B)eeeees | il (6).....
dst. | ..... (3)eeces | ot (4)c.c.. | s B)eeeee. |l (6).....
Dibuat di ............... (7)eeiinininnnnns ;
pada tanggal ............... €< PN
Pemohon,
Materai
............... (5] FN
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh
pemohon.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Penyalur.

Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Penyalur.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Penyalur.

Nomor (6) : Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC
dibuat.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran permohonan
NPPBKC dibuat.

Nomor (9) : Diisi dengan nama lengkap orang yang membuat lampiran

permohonan NPPBKC.

[
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C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....cccovvvvunnnen (1)eeeiiiniiiiiinnes
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)iiiiii ciiid(3)eenee oo .. KEPADA L...ccoci(4) ceveveeee . DL l(B) e,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai
........ (2)eeeeveenes veeeend3).........., telah diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan

. Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. bahwa ............ (4)eceeininenenn. telah menyampaikan permohonan
dengan nomor ........... [(C) U tanggal ....... (74 I dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang cukai mengenai Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

sebagai ........ 2 OO (3)eeeenen.n. , Kepada ...... 4)........ di
......... (15) PR
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...); -

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)..........
........ (3).......... KEPADA ........(4)........ DI ........(5)........
KESATU : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ...... (52) I 3)...... dengan rincian:
1. NPPBKC Do 8)..... .... 9)........
2. nama perusahaan L e 4)eennennnnnn,
3. alamat perusahaan L s (10)ueennnnenn.
4. NPWP perusahaan D reeeeeeeenn, (11)eennnnneen.. __R
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5. nama pemilik D eeciereneens (12).ieinenene.

6. alamat pemilik D eeerreeenas (13).eeennnenn.n.

7.  NPWP pemilik Do (14)...cccnennens

8. NITKU / lokasi ‘ . 1. ....(1D).... ... (19).....
2. ....(19).... ... (16)....
3. dst.

9. rincian jenis BKC D e (17)eeiininnenns

10. kantor yang mengawasi D e (18).cecnencnnnns

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA L e 1) P, (3)eceeenenn. sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Dalam hal ........ (1) PO 3).......... sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku .......... (19)...........

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
) T (0210) I

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... 21).........

pada tanggal ........... (22).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (23)........

(¥
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1} : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil’
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang diberikan
NPPBKC.

Nomor (5} : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang diberikan NPPBKC.

Nomor (6} : Diisi dengan nomor surat permohonan NPPBKC.
Nomor (7} : Diisi dengan tanggal surat permohonan NPPBKC.
Nomor (8) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.
Nomor (9) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:
1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit
NPPBKC;

2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat’
Penjualan Eceran, yang menyelenggarakan administrasi
pemenuhan Undang-Undang.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang
pribadi).

Nomor (12) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (13} : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
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Nomor (17) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol® untuk barang
kena cukai etil alkohol.
Nomor (18) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang”. ‘
Nomor (19) : Diisi dengan masa berlaku Keputusan:
1. selama  Pengusaha  Pabrik, @ Pengusaha  Tempat
Penyimpanan, atau Importir, masih melakukan kegiatan
usahanya. Misalnya, “berlaku selama Pengusaha Pabrik
masih melakukan kegiatan usahanya”;
2. tanggal berakhirmya keputusan, bagi Penyalur, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2018, maka “berlaku
sampai dengan tanggal 31 Maret 2023”.

Nomor (20) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (23) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (24) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

(%
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D. CONTOH FORMAT PIAGAM NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

(NPPBKC)
SEBAGAI ..... (1)eeeneen oeeee 2).......
............ (05 JPRURRPRN (- 3 FOPOTOTORR

Diberikan kepada :
1. Nama Perusahaan S (B)eeieininniann.
2. Alamat Perusahaan D veirenenes [(C)
3. NPWP Perusahaan D 74 P
4. Nama Pemilik D 2] SN
5. Alamat Pemilik e [£5) IO
6. NPWP Pemilik D (10).ceviinninennes
7. NITKU / Lokasi VU B § PR (12)......
8. Rincian jenis BKC D (13).eeeeninnnn.
9. Kantor Pelayanan yang mengawasi N (14)...eenenenn.
NPPBKC ini berlaku ............ (085) RPN , dengan Kketentuan wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

........... (16)eecnreniny cvvenenee(17)ne

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (18)........
..................... (19)eeeciieiiiiinnnen.

[
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan jenis Kkegiatan wusaha, misalnya Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,"
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (3) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (4) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang diberikan
NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,

Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran, yang menyelenggarakan administrasi
pemenuhan Undang-Undang.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang diberikan’
NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,

Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (10) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (11) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. '

Nomor (13) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol“ untuk barang
kena cukai etil alkohol.

Nomor (14) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang”;

%
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Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama  pengusaha  Pabrik, Pengusaha  Tempat
Penyimpanan, atau Importir, masih melakukan kegiatan
usahanya. Misalnya berlaku selama Pengusaha Pabrik
masih melakukan kegiatan usahanya;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi Penyalur, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2018, maka berlaku
sampai dengan 31 Maret 2023.

Diisi dengan nama kota dimana NPPBKC diterbitkan.

Diisi dengan tanggal NPPBKC diterbitkan.

Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan NPPBKC,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani

NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan

perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.

[
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E. Dihapus.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERMOHONAN PERPANJANGAN'
NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....ccovvvivnnnenn (1)eeeeiiinniiiannens
TENTANG
PERPANJANGAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)cieiieee vieeend(3) e oo .. KEPADA ......ooi(4)ceeveeee oo DL d(B) v
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ............ (4).cceneninnenn. telah memiliki NPPBKC sesuai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ ({5 PP ;
b. bahwa ............ (4)eeeeiinnninns telah menyampaikan permohonan
perpanjangan  dengan  Nomor  ........... (7)eeennnnenn. tanggal
....... (8)........... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai
mengenai NPPBKC;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Sebagai ........ 12 PP (3)evennn... , Kepada ...... 4)........ di
......... (5) IS
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04 /2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ 2)eeeienit e l(3)..e....... KEPADA ....(4)........ DI ......(B).........
KESATU : Memberikan Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) sebagai ........ 2 (R (3)eeeennnnn. sebagaimana
dimaksud dalam .......... 6)........... dengan rincian:
1. NPPBKC HER 9)..... ... (10)......
2. nama perusahaan D e B}
3. alamat perusahaan D e (4)ceieienannnn.
4. NPWP perusahaan D e (12).ceniinenns
5. nama pemilik D v (13).eeencnnann
6. alamat pemilik L e (14).............
7.

NPWP pemilik S 15 [T v@
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8. NITKU / lokasi 1. ....(16).... ... (17)....
2. ....(16).... ... (17)....
3. dst.

9. rincian jenis BKC Do (18).eeieennnnnn.

10. kantor yang mengawasi D ereeeeeeens (19)eceinennns

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA L e 1) I 3)eeenennnn. sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Dalam hal ........ 2 IS (3)erienenenn sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang

berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

..... (20)..... dan berlaku sampai dengan tanggal.....(21)......

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

| (R (22).cciiiiiiniinin
2. (0257
3e e (027 N

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (23).........

pada tanggal ........... (24).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (25)........

P
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan jenis Kkegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,

Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang diberikan
perpanjangan NPPBKC.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran, yang menyelenggarakan administrasi
pemenuhan Undang-Undang.

Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan’
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang
pribadi).

Nomor (13) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (16) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

&
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Nomor (17) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Nomor (18) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol* untuk barang
kena cukai etil alkohol.
Nomor (19) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang”.
Nomor (20) : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Keputusan, yaitu
tanggal setelah berakhirnya Keputusan lama. Misalnya
Keputusan lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret
2018, maka Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal “O1 April 2018". ‘
Nomor (21) : Diisi dengan masa berlaku Keputusan:
1. selama  Pengusaha  Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, atau Importir, masih melakukan kegiatan
usahanya, bagi Pabrik, Tempat Penyimpanan, dan
Importir. Misalnya berlaku selama Pabrik masih
melakukan kegiatan usahanya;
2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi Penyalur, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 maret 2018, maka berlaku
sampai dengan tanggal “31 Maret 2023".

Nomor (22) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Nomor (23) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Nomor (24) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (25) : Diisi dengan nama kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (26) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

-
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G. TANDA NAMA PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

> 120 cm <

0 .....(1).....

60cm

PT BKC

PABRIK HASIL TEMBAKAU
NPPBKC : 1234567890123456-111123

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 31, RT 01 RW 02,

® Provinsi DKI Jakarta

Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,

®

(4

jdih.kemenkeu.go.id



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
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Nomor (6)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat
Usaha Importir.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pabrik, Tempat
Penyimpanan, atau Tempat Usaha Importir.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;

3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.
Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
atau Tempat Usaha Importir.

IR
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H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....cccocvveennnes (1)eeeiiiininiiinnes
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eceiiviiet veeene(3)eeeeeeo ... KEPADA ......(4)......... DI ........(B)....c. e
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ........ (4)......... telah menyampaikan permohonan
perubahan NPPBKC dengan nomor  ...(6)...... tanggal
........ (7)............ dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
mengenai NPPBKC;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai

........ 2).......... viveenee(3)eeeeeee.. kepada  ..........4)........ di
......... 15 OUTURRR
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917); '

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI ........ 2)..ccun.nn.
........ (3).......... KEPADA .....(4).......... DI .......(B)............
KESATU : Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ........ (2)eeiiiininn e (3)evinnnenn. sebagaimana dimaksud dalam
.......... (8)........... dengan data-data sebagai berikut:
1. NPPBKC Do 9)..... .... (10)......
2. nama perusahaan D e (11)ceneennenee
3. alamat perusahaan - 4)eennnnnn.....
4. NPWP perusahaan ' L eeereeeenns (12)ceeennnnnn...
5. nama pemilik L e (13).cecnnnnnen.
6. alamat pemilik D ereereeeen. (14).............
7. NPWP pemilik D rrrerreeens (15)eevnnenn..n.
8. NITKU / lokasi 1. ....(16).... ... (17)....
2. ....(16).... ... (17)....
3. dst.

E
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9. rincian jenis BKC Do () £2) T
10. kantor yang mengawasi R (19).ciinennenns
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri

Keuangan ini.

KEDUA L e 2 T (3).neenn.... sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib memenuhi peraturam perundang-undangan.
KETIGA : Dalam hal ........ 172 FO (3)..cn..... sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat
dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

| S, [0210)

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... 21).........

pada tanggal ........... (22).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (23)........

IR
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan
Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,

Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang diberikan
perubahan NPPBKC.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan NPPBKC.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran, yang menyelenggarakan administrasi
pemenuhan Undang-Undang.

Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang

' pribadi). :

Nomor (13) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (16) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
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Nomor (18) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol. -
B, atau Gol. C* untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol” untuk barang
kena cukai etil alkohol.

Nomor (19) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Malang”.
Nomor (20) : Diisi dengan pihak yang mendapatkan salinan keputusan
Nomor (21) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (23) : Diisi dengan nama kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (24) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

&
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I.  CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....coevviivnnnnnn 0§ P
TENTANG
PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)..coiiier et 8).nee... ATAS NAMA......(4)......... DI ......c.(D)uuennee.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4)......... di
........ (B)......... telah ........(6)....ceunnss

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai

........ (2)eeieiiins ceeenn(8).......... atas nama ..........[4)........ di
......... () IR
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); ‘

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan. Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)eeeeennnnn
........ 3).......... ATAS NAMA .....(4).......... DI .......(D)- ... ...
KESATU : Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
........ (2)eeeeeeeee viveend(8).ee.... sebagaimana dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut:
1. NPPBKC Do (8)..eer e 9)......
2. nama perusahaan N (4).ccoenennen.
3. alamat perusahaan D reeeerenne (10)....c.....s
4. NPWP perusahaan D oeeveneeeeen (I1)eeenininnnns
5. nama pemilik D rererenneans (12).ennennne.
6. alamat pemilik HT (13)eeecnnennenns
7. NPWP pemilik D e (14)....c...e....
8.  NITKU / lokasi 1. ....(15).... ... (16)....
2. ...(15).... ... (16)....
3. dst.
9. rincian jenis BKC L e, (17)eeenennnnnn.
10. kantor yang mengawasi D e (18)..cunenen.n. \‘Q
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KEDUA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, ........ (12) PO (3)eerennenn. tidak diperbolehkan
menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa mengurangi
kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
| S (19).ciiiiiinnnnn

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (20).........

pada tanggal ........... (21).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (22)........

..................... (23).ceiiiienieiiannnn.

P
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang NPPBKC-
dibekukan. -

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC dibekukan.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang cukai

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (9) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC dibekukan.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang
pribadi).

Nomor (12) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib.
Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. ~D

-
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Nomor (17) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol“ untuk barang
kena cukai etil alkohol.

Nomor (18) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Malang”.
Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama kantor yang menetapkan keputusan,-

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (23) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

§
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J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KEMBALI NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ....covvevenenenen (1)eeeniiineniinnnn,
TENTANG
PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI ........ 1) I 3)eencnnn.n ATAS NAMA ....(4).... DI ....(5).....
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4)......... di
........ (B)......... telah ........(6)...........;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang kena

Cukai sebagai ........ 1) PO 3).......... atas nama
.......... (4).cccco..diceneeceii(B)eenninninns
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN
KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

SEBAGAI ........ 072 IR [05) IR ATAS NAMA .......... (4)..cccne.n..
DI......... (5)...

KESATU : Memberlakukan kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (2)iiiiien i, (05) AT sebagaimana
dimaksud dalam .......... (74 P dengan data-data sebagai berikut:

1. NPPBKC SR (5] F 9)......
2. nama perusahaan D reeereeeeees (4)eceeeennannns
3. alamat perusahaan D e (10)............
4. NPWP perusahaan D (11)eeeennnnnnn.
5. nama pemilik D e (12).ceenennnns
6. alamat pemilik L e (13)eueennennnn..
7. NPWP pemilik D eereerenenen (14)...cccnene.n.
8. NITKU / lokasi ;1. . (15).... ... (16)....
2. ....(19).... ... (16)....
3. dst.
9. rincian jenis BKC D v (17)eeecneen.e.
10. kantor yang mengawasi PN (18).cecenennnnns
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KEDUA Dengan diberlakukannya kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, ........ 12 [ (3)eeeennen. dapat
menjalankan kembali kegiatan usaha di bidang cukai.

KETIGA Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. (19)ceiiniiniinninnns
2. (19).ciiiiinnnen.
3. (19).iciiinniniinn.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (20).........

pada tanggal ........... @21.........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (22)........

..................... (23)eeeiniiiniiniennns

g
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan. :
Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali. '

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pemberlakuan kembali NPPBKC sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pembekuan NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (9) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang
pribadi).

Nomor (12) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha-
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

[~
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Nomor (17) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol” untuk barang
kena cukai etil alkohol.

Nomor (18) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat-
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Malang”.
Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang medapat salinan keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama Kkantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (23) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

[
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K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ....ccovvvvvrunnenn (1)eeeiiineiininnaen.
TENTANG
PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
............... (3).......... ATAS NAMA......(4)......... DI........(5)............
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ....... 4)......... di
........ (5)......... telah ........(6)...........;

Mengingat :

Menetapkan :

KESATU

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai
........ @2)eeeees veeii(8)eene.... atas nama ..........[4)........ di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

........ 2)eeeeeenes eeeeee(8)eveeee.... ATAS NAMA  .......[(4)....... DI
....... (£5) IR
Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ........ 2] 1 (5) DU sebagaimana dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut:
1. NPPBKC e <] 9)......
2. nama perusahaan D erreeeeeens (4)cieiennnnns
3. alamat perusahaan D rreeieiens (10)............
4. NPWP perusahaan D e (11)eieenennnenes '
5. nama pemilik L eeeeeneens (52
6. alamat pemilik N (13)eeieeininenen
7. NPWP pemilik D (14).............
8. NITKU / lokasi ¢ 1. ..(15).... ... (16)....
2. ....(15).... ... (16)....
3. dst.
9. rincian jenis BKC O (17)ceennnnnn.
10. kantor yang mengawasi D veerereenen (18).cevennennn.
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KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, maka terhadap barang kena cukai ........ 2)..........
........ (3).......... berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
| S (19).ceiiininninen.
2. (19)ccceiiiinninnn.
3. i (19)ceiiiiiiinnns

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (20).........

pada tanggal ........... (21).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (22)........

[+
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil
alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang NPPBKC
dicabut.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC dicabut.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan:
perundang-undangan di bidang cukai.

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian atau pembekuan
NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan angka sebagai tanda pengenal atau identitas
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (9) : Diisi dengan 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:

1. 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
2. 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha;
3. 1 digit ketiga merupakan kode jenis barang kena cukai.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang NPPBKC dicabut.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan
hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau-
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang
pribadi).

Nomor (12) : Diisi dengan nama pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Nomor (15) : Diisi dengan 22 digit angka yang menunjukkan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha yaitu nomor identitas yang
diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan yang -
tercantum dalam Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
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Nomor (17) : Diisi rincian jenis barang kena cukai, misalnya “SKT atau
SKM” untuk barang kena cukai hasil tembakau, “Gol. A, Gol.
B, atau Gol. C” untuk barang kena cukai minuman
mengandung etil alkohol, atau “etil alkohol* untuk barang
kena cukai etil alkohol.

Nomor (18) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Malang”.
Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (23) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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